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ABSTRAK

Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Antar
Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Selatan
Periode 2004-2010

Oleh:
Septian Saputra

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemandirian keuangan
daerah antar Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Selatan bila mana dilihat dari
aspek derajat otonomi fiskal, kapasitas fiskal, upaya fiskal dan peta kemampuan
keuangan daerah. Data yang digunakan adalah periode 2004 hingga 2010. Hasil
penelitian menunjukan bahwa derajat otonomi fiskal ~masing-masing
kabupaten/kota tergolong sangat kurang (0% - 10%) hanya Kota Palembang tahun
2004 sampai 2010 derajat otonomi fiskalnya tergolong kurang (10,1% - 20%),
kecuali tahun 2005 yang sangat kurang. Sedangkan perkembangan kapasitas fiskal
mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hanya Kabupaten Ogan Komering Ilir,
OKU Selatan, OKU Timur dan Empat Lawang yang tiap tahunnya mengalami
peningkatan. Secara rata-rata kapasitas fiskal Kabupaten Musi Banyuasin yang
terbesar, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten OKU Selatan. Hasil upaya
fiskal menunjukkan bahwa tingkat upaya fiskal berdasarkan PDRB atas dasar
harga berlaku berfluktuasi tiap tahun. Berdasarkan persentase rata-rata tingkat
elastisitas upaya fiskal, Kabupaten Lahat dan Muara Enim tidak elastis karena
kurang dari 1 persen .Kalau dilihat dari peta kemampuan keuangan dengan

metode kuadran, tidak ada satupun kabupaten/kota yang berada di kuadran I
(kondisi ideal).

Kata kunci: derajat otonomi fiskal, kapasitas fiskal, upaya fiskal, peta
kemampuan keuangan daerah
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ABSTRACT

An Analysis of Financial Self-sufficiency Among Countries/Cities P e

in South Sumatera Province in 2004-2010

By:
Septian Saputra; (1) Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
(2) Anna Yulianita, SE, M.Si

This study is aimed at identifying the self-sufficiency among countries/cities in
South Sumatera viewed from their respective fiscal autonomy level, capacity,
effort and capability. The data covered the years of 2004 to 2010. The results
show that fiscal autonomy level of each country/city was very low (0%-10%)
except Palembang that fell in that of low (10,1%-20%). However, Palembang also
fell in the very low level in 2005. Meanwhile, development of fiscal capacity
fluctuated every year. Only countries of Ogan Komering Ilir, OKU Selatan, OKU
Timur and Empat Lawang improved their fiscal capacity steadily. By average,
Musi Banyuasin Country showed the largest one, OKU Selatan the lowest. The
fiscal effort viewed from the regional gross domestic product fluctuated too. By
average of fiscal effort, Lahat and Muara Enim countries did not show any
elasticity as shown by less than 1% indicator. All countries/cities did not show
any fiscal capability; none feel in the first quadrant (the ideal condition).

Key words: level of fiscal autonomy, capacity, effort, mapping of financial
regions
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan
pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki
kesempatan untuk mengelolah, mengembangkan, dan membangun daerah masing-
masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Secara konkrit pengaturan
tentang otonomi daerah terdapat di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Konsekuensi dari pelaksanaan kedua undang-undang tersebut adalah
pemahaman tentang pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah dan
kejve]asan perimbangan keuangan pusat dan daerah menjadi sangat penting bagi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena dengan pemahaman yang tepat
dan benar maka upaya pemberian otonomi akan menjadi efektif dan efisien.
Sebaliknya bila pemahaman yang keliru maka pemberian otonomi akan
menambah beban daerah.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan
kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh
mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif mayarakat karena pada dasarnya
terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah

tersebut yaitu (Mardiasmo, 2004: 59): (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas



pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan
efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, (3) memberdayakan dan
menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses
pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah akan mendorong daerah menjadi semakin
mandiri di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya
masing-masing. Otonomi daerah juga diharapkan dapat membuat kinerja atau
pencapaian hasil kerja dari daerah akan menjadi lebih baik. Untuk melihat kinerja
keuangan daerah dapat dilakukan dengan menganalisis derajat otonomi fiskal,
kapasitas fiskal dan upaya fiskal. Jika mekanisme tersebut sudah terwujud maka
kemandirian daerah bisa terwujud.

Kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah yang ditujukan guna
meningkatkan kemandirian dan kreativitas daerah dalam mengatur dan menangani
urusan daerah mempunyai tiga strategi utama yaitu (Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (DJPK), 2011: 3):

1. Pertanggungjawaban lebih bersifat horizontal melalui peningkatan peran
DPRD.

2. Pengaturan yang jelas mengenai alokasi dana dari pusat ke daerah.

3. Kewenangan pengelolaan keuangan diberikan secara utuh kepada daerah
dengan mengedepankan pada asas partisipasi, transparansi, dan
akuntabilitas.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan

bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan yang menggali



sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat
dan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin
mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan
sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada
maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang
ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Davey, 1998:
95).

Di sisi lain saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah
masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu, bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan
pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus
dapat membiayai diri sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya.
Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai
potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan
keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
masyakarat di daerah (Halim, 2004: 21-22).

Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan
otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Proporsi yang rendah menyebabkan pemerintah daerah
memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian
besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana

perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum (Isdijoso & Wibowo, 2002: 37).



Peningkatan PAD sangat menentukan sekali dalam penyelenggaraan
otonomi daerah karena semakin tinggi PAD disuatu daerah maka daerah tersebut
akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga
daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk berotonomi. Jadi PAD merupakan
salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan
dan memenuhi belanja daerah. Biasanya penerimaan PAD untuk masing-masing
daerah berbeda dengan yang lainnya, rendahnya PAD merupakan indikasi nyata
dimana masih besarnya ketergantungan daerah kepada pusat terhadap pembiayaan
pembangunan baik langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut disebabkan di
samping rendahnya potensi PAD di daerah juga disebabkan kurang intensifnya
pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

Untuk Provinsi Sumatera Selatan biaya pembangunan diperoleh dari dua
sumber yaitu APBN dan APBD. Kontribusi APBD terhadap total anggaran
pembangunan lebih rendah dibandingkan APBN. Tabel 1.1 menunjukkan
perkembangan struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan

dari tahun 2004-2010 yang secara umum mengalami peningkatan.
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Struktur PADF Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2004-2010
mengindikasikan bahwa sumber utama PAD berasal dari pajak daerah.
Perkembangan struktur PAD menunjukkan bahwa rata-rata sumbangan pajak
daerah terhadap PAD adalah sebesar 87,68 persen per tahun, rata-rata sumbangan
retribusi daerah terhadap PAD adalah 1,02 persen per tahun, hasil pengelolaan
kekayaan daerah 3,43 persen per tahun dan lain-lain PAD yang sah 7,87 persen

per tahun. Kondisi ini dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.1.
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Gambar 1.1 Perkembangan PAD dan Pajak Daerah Propinsi Sumatera
Selatan Tahun 2004-2010

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan memberikan indikasi
yang baik bagi kemandirian keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah
dalam mengatur tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka
mempercepat pembangunan di segala bidang. Pemerintah daerah harus dapat
mengidentifikasi kapasitas fiskal atau sumber-sumber yang dimilikinya serta
mempunyai kemampuan untuk menyerap penghasilan daerah, baik dalam bentuk

pajak maupun dalam bentuk lainnya dari sumber yang ada.



Selain itu tinggi rendahnya PAD dapat juga ditentukan oleh potensi yang
dimiliki oleh daerah tersebut dan bagaimana pemerintah daerahnya untuk dapat
mengembangkan PAD yang dapat dilihat dengan kontribusi PAD terhadap
Penerimaan Daerah, tingkat kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran
rutin dan kemandirian keuangan daerah yang akan meningkatkan kemampuan
keuangan daerah tersebut.

Suatu daerah otonom dikatakan mampu melaksanakan otonom terletak
pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya agar benar-benar menjadi daerah
yang otonom, untuk itu Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan harus seminimal
mungkin ketergantungannya kepada pemerintah pusat dengan menjadikan
Pendapatan Asli Daerah khususnya sebagai bagian yang signifikan bagi sumber
keuangan daerah agar terciptanya kemandirian keuangan daerah yang akan
meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Sumatera
Selatan. Berdasarkan dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun
skripsi yang berjudul ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI SUMATERA SELATAN

PERIODE 2004-2010.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimanakah derajat otonomi fiskal, kapasitas fiskal, dan upaya fiskal

antar Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan periode 2004-2010?



2. Bagaimanakah posisi peta kemampuan keuangan daerah antar

Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan periode 2004-2010?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui derajat otonomi fiskal, kapasitas fiskal, dan upaya fiskal antar
Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan periode 2004-2010.
2. Mengetahui posisi peta kemampuan keuangan daerah antar

Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan periode 2004-2010.

1.4. Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:
1. Manfaat akademis
Dapat memberikan kontribusi yang berguna dalam pengembangan ilmu
pengetahuan, terutama dibidang ekonomi khususnya ekonomi
pembangunan.
2. Manfaat operasional
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan
pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dalam

mengambil kebijakan terutama yang berhubungan dengan kemandirian

keuangan daerah.



1.5. Sistematika Skripsi
Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab dapat dirinci ke dalam sub-
sub bab yang relevan dengan pembahasan bab. Secara garis besar, terdiri dari bab
dengan urutan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan dijelaskan tentang berbagai teori yang relevan dengan
penelitian yaitu tentang otonomi daerah, anggaran daerah, hubungan pusat dan
daerah, desentralisasi daerah, desentralisasi fiskal, keuangan daerah, sumber-
sumber pendapatan daerah, derajat desentralisasi fiskal dan kapasitas fiskal. Serta
penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran .
BAB IIIl METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian,
sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis
data yang digunakan.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menerangkan gambaran umum obyek penelitian, analisis data, dan
pembahasan dari analisis data yang sudah dilakukan oleh peneliti.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari analisis

data dan pembahasan, serta saran-saran.
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